PERATURANR BUPATI TUBAN
NOMOR &7 TAHUN 2015
TENTARG

FERUBAHAN ATAS PERATURANR BUPATI TUBAN NOMOR 48
TAHUN 20I2 TENTANG PERATURAN FPELAKSANAAR PERATURAN
DAERAH EABUPATEN TUBAN ROMOR 05 TAHON 2011 TENTANG
PAJAR DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsA
EUFATI TUBAN,

Menimimng :a bahwa dalam  rangka  peningkatan  sistem
pengawasan dan pemantauan otas kepaofuhan Wajib
Priak daiam pemenuhan  kewsajiban Pajall Dastah
vang tetufang sestal dengan ketenityan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daeprah, periu
dilakukan penyetoran Pajak Daerah tertentit mekabui
online sisterm, |

Ir. babwa tata cara pembavaran Pajak Daerab yang
telah dinfur dalam Peraturan Bupati Puban Nomor.
48 Talun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaas
Peraturan Daerah Kebupaten Tuban Nomer 05
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah periu disesuaikan
dengan perkermbangan keadaan;

¢, baltwa Derdasarkan pertimbangan  schagainsena
dimalad pada huruef a3 dan huruf b perin
eenietaphkan Peraturan Bupsti tentang Perubahoan
atas Peraturan Bupati Tuban Momor 48 Tabun 2012
tentang Peratuvan Priaksansan Peraturan Baerah
Kabupaten Tubapn Nomor 05 Tahun 2011 tentang
Pajak Dacrzh;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang
Pembentukean Desrph-dacrah  Kabupaten  Delam
Lingkungan  PPropinsl  Diawa  Theur  sebagaimana
telaly diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 {Lembaran Nepars Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 2930);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajpk dengan Surat Paksa sehegaimana
jelah diubal kedua kali dengan Undang-Undang
Normor 19 Tahun 2000 [Lembaran Negera Hepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoniesia Nomor 3D8Y);

3. Undangtindang Nomor 14 Tabhun 2002 tentang
Fengadilan  Pajak  {Lembaran  Negara  Republik
Itedonesia Tehun 2002 Nomor 2% Teambshan
Lembaran Negars Republik indonesia MNomar 4 159);

4. Undang-{ndang Nomor ¥ Tahun 2004 tentang
Bumber Days Air {Lembaran Negare Repubiik
indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377

3. Ustidang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keusngan Antara Pemeringah  Pusat
#an  Pemernniahan Baersh  {Lembaran  Wegara
republik  Indonesia Tehun 2004  Nomor 1326,
Tambahan Fembaran Megars Republik Indonesis
MNomop 438},

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daeraly dan Retribusi Deerab [(Lembaren
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara TRepublik Indonesia
Nornor SO0

i Undang-Undeng Nosmor 23 Tabun 2004 tentang
Femerintahan Baerah sebagsimans telah diunbah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun
205 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 MNomor 58, Tambahsn Lembaran Megams
Republik Indonesia Nomor 5679);




8. Perafuran Pemerintall Nemor 135 Tahun 2000
tentang Tatz Cara Penvitass Balarn Rangka
Fenapgthan Pejak dengan Surat Pakss {lembaran
Nepara Hepiblik Indonesin Tehun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lemberan Negara Republik hdonesia
Mosnar 4049},

B Peraturan  Pemetintsh Nomor 58 Tabun 2005
tetitang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Repuitlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lersbaran Megara Hepublik Indonesia
Natnor 457 3);

Hi. Peraturan Pemerntah Nomor 91 Tahun 2010
tenydang  Jemis Pajalc Daerah  yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepale Daerah atau dibwayar
sentdini  oleh  Waiibh  Pajak {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan bLembargn Negars Republik Indonesia
Nomor 5049];

1. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momeor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangen
Drperah sebagatmana telah divbab kedua kali denpan
Peraturan Menterd  Dalam  Neperi Nomor 21
Tahwr 2015

12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomeor 03
Tahun 2008 tentang Orgenizesi Dinas Daerahb
kabupaten Tuban sebagaimana telah diubak dengen
Peraturan Baerah Ksbupaten Tuban Nomor 15
Tahun 2] {Lembaran Dacral Kabupaten Tuban
Tahun 2001 Serd D MNomor 2

13.Peraturan  Draerah Kabupaten Tuban Nomor 05
Tahun 2011 tentang Pajak Daersh  (Lembaran
Daeral Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B
Nomor 1}

14.Peraturan Daersgh Kabupaten Tuban MNomor 12
Tanun 101} rentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum {Lembaran Daesah Kabupaten Tuban Tabn
2011 SBeri & Netmor 8);




MEMUTITSEAN :

Menetapkan : PERATURAKRK BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATT TUBAN NOMOR 48
TAHEN 2012 TENTANG PERATURAN
PELAKEANAAN PERATURAN DAERAH KARUPATEK
TUBAN NOMOF 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAXRATE

Foaeat [

Beberaps ketentuan dafam Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun

2013 tentang Peratutan Pelaksansam Peraturan Daerah Kebupaten
Tuban Nemor 05 Tabup 2011 tenteng Pajak Dasrah diubah sebagai
barikut :

1. Ketentuan Pasal | diantara angka 7 dan angka 8 disizipken 3 {tipa)
angke baru vakmi angka Ye, Th dan 7c sehingps berbunyi sebagai
berikut :

Ta

i

i

Pasat i

HBank adalah badan usahs yang menghimpun dana  dard
masyarokat dalam bentuk simpanan dan menvalurkan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup raloyat banvak.

Online adalah sambungrn langsung antara sub system satu
dengan sul sistem lainniye gecara eleldronik dan terintegrasi
serta real tirme,

Cash manegement systetn yeng selanjutnya disingket CMO
adalah Jass layanan Perbankan berbasis sistem informasi vang
diberikan Bank kepada nassbah veng mencolup kepiatan
pengelolzon, pembayaran, penagiban dan likwiditas managemen

zehinggs pengelolaan ketangan nssabab menjadi lebih efelitif
ttan efisien.

4. Bdaniars avat {1) dan ayat {2} Fase) 6 disisiplean 1 {satu) ayat yakni
ayat {1a) sehinggs Pasal 6 berbunyi sebagat beriknt:
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FPusnl 6
Fembayaran pajak dilakukan pada Kantor Kas Daerah melrlui
termpat yang dituniuk ofeh Bupati aesual dengan wakil yang
ditentulan dalam SKFD, SKPDER, SKPDKET, dan STPD.
pembayarats Pajak dapat dilakukan sccara online sistemn melalit
Bank tempat pembayaran yang dituniuk Bupatl paling lambat
pada akbir bulan berikutnya,
Hasil penerimasn pajak sebageimana dmnaksud pada ayat (1)
harie digsetor ke Kas Daerah pafing lambat 1 x 24 [dua puluh
empat] fam astiap han kerija,
Pembayaran Pajak barus dilakukan sekalipus atau lunas.
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak
untuk mengangsur pajek terutsngnva dalam kurun waldo
tertenitu, setelah memersubi persvaratan yang ditemtukan dan
mendapal pertitnbangan Kepala DPPKAD.
Angsuran pajsk terutang vang dibayvarkesn dalam Rurun walkta
tertentn  setelah memeruhi gyarat yang ditentukar, harus
ditakuken secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
sarikst agdmindstrasi berups bunges sebesar 2% {dus persen)
setiap bularn dard jumiah pajak yang belum ataw kureng dibayar,
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak
untuk menunda pembayaran pajek sampai batas wakis vang
ditentuban setelah memenvhi persyaratan yeng ditentukan
dengan ditenakan sanksd administrast sebesar 2% {dua persen}
setap bulan dihitung dart jumlah pajak terutang yang belum
stay kareng dibayar,
Permnbayaran pajak secara angstran dan/atau peoundaan, dapat
dilakcukan dengan mengajukan permohbonan tertulis kepada
Bupati.

Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilenghap
dengan foto copy SPTPD serts olassn snpsuran dan/atau
peivndaan pernbayaran.

Kepala DFPKAD mengadakan penelitian ierhadap wajit pajak
untek  dijadikan  bahen  pertdmbangan  dalam pemberian
peraetiyjuan  /  penclaken  angsuran  dan/atau penundaan
kepada waijib pajak.
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{10} Jangka waltu angsuran diberikan paling hanyvak 4 (empat} kaki
angsitran yang dibayar secars teratur setiep bulan dalam wakdu
b [satu) tahun takoadms.

{11} Jangka waktyu penundaan pembavaren pajak diberikan paling
lama 2 {dua} bulan dan berakhirnye mase peisk dalam 1 {sai)
tabman takwim,

(12} Setiap pembayaren pajak diberikan tanda ekt pembaveran
berupe S5PD dan dicatat datam buky penerimean.

{13} Bentuk SSPD sebagaimana tercentum  dalam  lampiran V
Peratisrah Blpatt ind.

. Diantsra Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu} Pasal yakni

Passl 6A, sehingga berbunyl acbagai berikut ¢

Papal 6A
Obvek  Pajak yang melaksanakan pembayaran secars  online
ditetaplan dalam Keputusan Eepals DHnas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asst Plaerah,
. Biamtara Fasal 21 dsm Pasal 23 disisipkan 5 {Hma} Pasal yakni
Pasal 21 A, Pasad 21 B, Pasal 21C, Pasal 21 D dan Pasat 2} K,
asehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

{}) Dalam rangka pelaporan date tratsaksi usaha wajib pajal, Bupat
atay  Pejabat vang ditunjuk dalam hal i Kepala Dinas
Pendapetsn, Pengelolaan Keuanpan dan Aset Daerah berwenang
menghubungkan siatem informasi date transsksi usabe vang
dimiliki oleh Whaiibh Pajak dengan sistern informasi vang dimilik
ofeh Dinas Pendapatan, Pengelolasn Keuangan dan Aset Daerash
secass online sistem,

{2} Online siatern pelaporan  data  transaksi usaha sebagairnana
dimaksud pada avat {1), meliput! datan trensaksi usaha FALIE

menjadi dasar pengetaan Pajak Daerah.
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(3} Data transaksi usaba yang dimiliki Waiib Pajak sebagmimana
dimakaad pada avat (1}, merupalan data transakel pembayaran
vang dilakukan oleh subyek pajak atau masyarakat kepada Wajib
Pajak Dzerah,

Pazsl 21 B

(1} Omiine sistern pelaporan data transskel usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 2F A ayat {1) dilaksanakan oleh Dinag
Fendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan
menggunakait diat atau sisten perekaman dats transaksi usaha.

{2 Alet atau sistern perekaman data tsnsaksl usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, merckain setiap transaksi pembayaran
pada sigtem yang dimitiki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dedatm Pasal 21 A ayat [3).

(3} Alat ateu sistern perekaman data sebagsimana dimaksud pada
ayaf {2}, merekam haafl penerimaan jumiah pembayarean usahs
Wajib Pajak secara harian dan besamya pajak terutang,

[4} Apabila sistern traksnksi pembayaran yang dimilild oleh Watib
Fafak zebagaitnana dimakand pade ayat (2} felah memilsh jenis
pajak, wmaks alat atau sistern perekam datz transaksi usaha,
merelam ¢
& hasil penerimaan jumlah pembayaran useha sebehum pajak:

dar
B, jutnlah pajak yatyg terutang berdasarkan penilaian ditnaksud.

{™ Apabila sisverm tmansaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Priak
sebogaimana dimaksud pade ayat {21 belum memilah jenis pajak,
maka alat atau sister perekam data transekei usabs, merekam
a. hasil penerimaan jamlah pembayaran terrmasuk pajake dan
b penghitungan jumlah psjak yang terutang dari pembayaran

termaEni pajak tersebut.
Pasal 21

(1} Perekarman data transaksi vsahsa dan pembayaran pajak yangy
teruiang  sebageimana dimakeud delam Pasal 21 8, dapat
diketabui oleh Wagib Pajak, Bank dan Dinas Fendapatan,
Fengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melahsd CMS.
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(2} Penyajian CMZ ssbagsimena dimaksud pads asyat (1), bersifat
rahasia dan hanya dapat diketshai oleh Wajib Pajak, Bank dan
Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  Aset
Laerah yang diturguk oleh Hepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuvangan dan Aset Daerals.

(3t Bersifay rabasia sebagsimans dimaksud pada avat (2}, sesuad
dengan kershasizan Bank dun kerahasigan dibidang perpajakan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundsng-undangan.

Pasal 21 D

{1} Dalam rangka pelaksanaan online sistem pelaporan data transaks
usaha sebagaimena dimaksud dalam Pasal 21 A avat {1} dan
penyajian perekaman data melalui CMS schagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 C ayat (1), Bupst menunjuk Bank Umum
Pemerintah sebagai pelakuang opernsional online sistem.

{2} Bank umum pemerintsh schagaimana dimakesud pada ayat {1,
harus memenuhi kriteria sebagal beriloet;

8. memiiiki {in usahp veang masih berlaky sebagai Bank Uspbos;
dait

b memiliki  tngkat kesehatan keseluruhan paling kurang
tergolong cukup baik,

{3j Pelaksana operasionat online sistem oleh Bank Umum Pemerittah
stbagaimana  dimeksud pads ayat {1}, dilzkukan  melalu
perjaniian  kerjaswma  antara Bupati dengan  Bank  Umum
Pemerintah.

(4] Perjaniian  Kerjasama sebagsimana  dimaksud padea ayvat {3
sekyrang-kurangmiyva menneatl:

& para pihak vang melaksenakan Ketjasama;

b. jenis pelayvanan yang diberikan;

€. tekanizme pengeluaran /penvaturan dana melatui Bank;

d. pelimpahan penerimean dan salds rekening pengetuaran ke
rekendtyr Kas Unnem Daerah:

e. pemberian bungs fjasa gire/bag hasit atas saldo relening:

. pemberisn irmbalan atas jasa pelayanan;

E- kewajiban menvampaikan laporan;




h. sanksi berups denda dan/atay pengenaan bungs yang harus
dibayer karena pelayanan yang tidak sesiral dengam perjaniian;
dan,

i. tata cara penyelesmian persclisihan.

Pagal 21 £
Ketentuisn lebih ojot mengenad tojs cers peleporsn dases transshkst

uazha akan distur dalam Peraturan Bupatt tersendirt.

Pusal I
Peratmran Bupatt g neoiad berlaky pads tamgeal Shandangkan,
Agar sedap orang  mengetabuinys, memernntahlksn  pengundengan
Peraturan Bupali int dengan pencmpatannye dajam Berita Daerah
Wabupaten Tuban.

Ditetapkanr di Tibarn
pads tanpesl 2% Nopamber 2015

BIUUPATE TWRAN,

H. FATHUL HUDA

Divndsngian di Tuban
pada tanggal 23 Noperbar 2015

SERRETARIS DAERAH,

J BUDE WITANA
BERITA DAERAN KARUPATEN TUBAN TARUN 2015 SERI B NOMOR 2




